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ABSTRAK 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pemberian informasi mengenai mekanisme 

pengajuan perizinan secara terpadu di Kota Padang. Pelayanan perizinan dilayani 

oleh Dinas  Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu, pelayanan perizinan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang ingin 

mengurus perizinan dengan mudah, murah, cepat atau tepat waktu, bersih, dan akurat. 

Rumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah peranan pemerintah Kota Padang apabila 

pengusaha tidak mengurus atau memperpanjang perizinan usaha karaoke?2) Apakah 

upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam melakukan peninjauan 

terhadap perizinan mendirikan tempat hiburan berdekatan dengan rumah ibadah?  

Jenis penelitian adalah yuridis Sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data 

sekunder. Data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Usaha 

karaoke  mempunyai izin sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Padang 

Peraturan Walikota Padang  Nomor 63 Tahun 2020 tentang pendelegasian 

kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu, Pariwisata yaitu untuk menjamin kepastian hukum 

dalam menjalankan usaha pariwisata, memberikan pedoman dalam penyelenggaraan 

pendaftaran usaha pariwisata, dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam 2) 

Upaya pemerintah dalam melakukan peninjauan terhadap perizinan mendirikan 

tempat hiburan berdekatan dengan rumah ibadah dengan melakukan pemeriksaan 

atau turun langsung kelapangan dengan melakukan razia ke tempat-tempat karoeke 

yang tidak sesuai dengan prosedur pendirian tempat karoeke. 
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